
 

 
 

 

 

 

BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH TANAH BUMBU 

NOMOR   1  TAHUN 2016 
  

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 

TENTANG IZIN PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS PERUSAHAAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANAH BUMBU, 

 

Menimbang : a. bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah 
Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan sarana dan 

prasarana jalan untuk mobilitas lalu lintas angkutan 
barang dan penumpang; 

b. bahwa untuk tata tertib pembangunan jalan perlu diatur 

secara maksimal dan diperlukan izin pembangunannya;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
dalam  huruf a, dan huruf  b perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2006 tentang Izin Pembangunan Jalan Khusus 

Perusahaan; 
 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209);  

 2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3480);   

 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

 



 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);  

 6.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444); 

 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20145 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor5494); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ) ;  

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3952) ; 

 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahanan Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Nomor 20); 

   
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

 

dan 
 

BUPATI TANAH BUMBU 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG 

IZIN PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS PERUSAHAAN. 



Pasal I 
 

Beberapa  ketentuan  dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006tentang 
Izin Pembangunan Jalan Khusus Perusahaan (Lembaran Daerah  Tahun 2006 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah  Nomor 3 Seri E) diubah sebagai 

berikut:  
1. ketentuan Pasal 14 ayat (1)Barang siapa yang melanggar Pasal 4 dan Pasal 

5 sehinggamerugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 
(enam)bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh 
jutarupiah). 

2. ketentuan Pasal 6 ayat (2) Besar biaya sebesar Rp 500,- per M2. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu. 

 
Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal  2 Pebruari 2016 

   
PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU, 

 

ttd 

 

WAHYUDDIN 
 

Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 2 Pebruari 2016 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,  

 

 

ttd 

SAID AKHMAD 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2016 NOMOR 1 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN: (10/2016) 


